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ABSTRAK

Penerbitan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
(Permenkop UKM) Nomor 8 Tahun 2023 membawa paradigma baru yang
mewajibkan standar kepatuhan formal dan kehati-hatian, termasuk di antaranya
agunan fisik. Regulasi yang kaku ini menciptakan legal gap bagi Koperasi Syari’ah
Gerakan Ekonomi Kaum Ibu (GEMI) Yogyakarta yang melayani perempuan
prasejahtera murni menggunakan modal sosial tanpa agunan kebendaan. Penelitian
ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum praktik pembiayaan mikro
tanpa agunan ditinjau dari Permenkop UKM No. 8 Tahun 2023, serta menganalisis
kedudukan hukum sistem tanggung renteng sebagai instrumen pengganti agunan
material dalam penyelesaian wanprestasi.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis-empiris dengan
pendekatan sosiologi hukum, perundang-undangan, dan konseptual. Data primer
diperoleh melalui wawancara mendalam dan observasi lapangan, sedangkan data
sekunder bersumber dari regulasi negara dan dokumen internal koperasi. Analisis
data dilakukan secara kualitatif-deduktif. Penelitian ini dibedah menggunakan tiga
kerangka teori utama: Teori Kepastian Hukum oleh Gustav Radbruch, Teori
Efektivitas Hukum oleh Lawrence M. Friedman, serta Teori Pembiayaan Syari’ah
yang berfokus pada pelindungan harta (Hifz al-Mal).

Hasil penelitian menunjukkan: Pertama, praktik pembiayaan tanpa agunan
di Koperasi GEMI memiliki kedudukan hukum administratif yang sah sebagai
bentuk adaptasi kelembagaan. Meskipun substansi regulasi mewajibkan jaminan
fisik, Koperasi GEMI mampu memenuhi esensi prinsip kehati-hatian melalui
kepastian prosedural (Latithan Wajib Kumpul, tertib dokumen, dan pengawasan
sosial melalui Rembug Minggon). Adanya "anomali sanksi" berupa absennya
tindakan dari otoritas mengindikasikan pengakuan empiris atas instrumen ini.
Kedua, sistem tanggung renteng memiliki kedudukan hukum yang kuat secara
keperdataan berdasarkan Pasal 1295 KUHPerdata, yang menggeser paradigma "sita
jaminan" menjadi "kewajiban pelunasan utang bersama" oleh seluruh anggota
kelompok (joint liability). Sinergi antara kepastian hukum perdata dan prinsip
syariah Hifz al-Mal terbukti secara empiris mampu menekan rasio Non-Performing
Financing (NPF) di angka 3,45%, sehingga memberikan pelindungan hukum yang
ekuivalen dengan eksekusi jaminan kebendaan konvensional.

Kata Kunci: Prinsip Kehati-hatian, Kedudukan Hukum, Pembiayaan Mikro,
Koperasi Syari’ah, Tanggung Renteng.
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ABSTRACT

The issuance of the Regulation of the Minister of Cooperatives and Small and
Medium Enterprises (Permenkop UKM) Number 8 of 2023 introduces a new
paradigm mandating formal compliance and prudential standards, including
physical collateral. This rigid regulation creates a legal gap for the Sharia
Cooperative of the Women's Economic Movement (GEMI) Yogyakarta, which
serves underprivileged women relying purely on social capital without material
collateral. This study aims to analyze the legal standing of microfinance practices
without physical collateral under Permenkop UKM No. 8 of 2023, and to analyze
the legal standing of the joint liability system as a substitute instrument for material
collateral in resolving defaullts.

This research is a juridical-empirical legal study employing sociological,
statutory, and conceptual approaches. Primary data were obtained through in-
depth interviews and field observations, while secondary data originated from state
regulations and internal cooperative documents. Data analysis was conducted
using a qualitative-deductive method. This research is analyzed using three main
theoretical frameworks: Legal Certainty Theory by Gustav Radbruch, Legal
Effectiveness Theory by Lawrence M. Friedman, and Sharia Financing Theory
focusing on wealth protection (Hifz al-Mal).

The results indicate: First, microfinance practices without collateral at the
GEMI Cooperative hold a legitimate administrative legal standing as a form of
institutional adaptation. Although the substance of the regulation mandates
physical guarantees, GEMI fulfills the essence of the prudential principle through
procedural certainty (Compulsory Gathering Training, document order, and social
supervision via Rembug Minggon). The "sanctions anomaly” or absence of
sanctions from authorities indicates empirical recognition of this instrument.
Second, the joint liability system possesses a strong civil legal standing based on
Article 1295 of the Indonesian Civil Code (KUHPerdata), shifting the "collateral
confiscation" paradigm to a "joint repayment obligation" by all group members.
The synergy between civil legal certainty and the sharia principle of Hifz al-Mal
has empirically proven capable of suppressing the Non-Performing Financing
(NPF) ratio at 3.45%, thereby providing legal protection equivalent to
conventional material collateral execution.

Keywords:  Prudential Principle, Legal Standing, Microfinance, Sharia
Cooperative, Joint Liability.
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BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syari’ah (selanjutnya disebut
KSPPS) memegang peranan krusial dalam arsitektur ekonomi kerakyatan di
Indonesia.! Lembaga ini berfungsi sebagai garda terdepan inklusi keuangan,
secara spesifik melayani segmen usaha mikro yang sering kali tidak terjangkau
atau dianggap unbankable oleh sistem perbankan formal.”> Kekuatan utama
KSPPS terletak pada kemampuannya untuk menyediakan akses permodalan
yang fleksibel dan adaptif, yang didasari oleh semangat ta'awun (tolong-
menolong) serta pemberdayaan ekonomi umat.® Di tengah persaingan lembaga
keuangan yang semakin tajam, eksistensi KSPPS menjadi vital, terutama di
wilayah dengan basis usaha mikro yang kuat seperti Daerah Istimewa
Yogyakarta, di mana pada 6 April tahun 2026 tercatat sebanyak 2.269 unit
koperasi aktif.*

Dalam praktiknya, pembiayaan mikro oleh KSPPS tidak hanya

! Euis Amalia, Keuangan Mikro Syariah (Bekasi: Gramata Publishing, 2016), him. 30.

2 Dicky Perwira Ompusunggu, dkk., "Konsistensi Dan Efektivitas Peran Lembaga
Keuangan Non Bank (Koperasi Simpan Pinjam) Sebagai Penggerak Perekonomian Indonesia,"
Jurnal Cahaya Mandalika, Vol. 4:1 (2023), him. 689.

3 Puji Astuti, "Upaya Dinas Tenaga Kerja Koperasi Dan Ukm Kabupaten Banyumas Dalam
Mengembalikan Fungsi Penting Koperasi Untuk Pengembangan Ekonomi Masyarakat," Skripsi
Sarjana, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2025, hlm. 37.

4 "Data Dasar Koperasi DIY," https://bapperida jogjaprov.go.id/dataku/data_dasar?
id_skpd=110#6, akses 9 Oktober 2025.



berhadapan dengan persoalan ekonomi, tetapi juga persoalan perlindungan
hukum bagi koperasi dan anggota. Di satu sisi, koperasi dituntut menjalankan
fungsi pemberdayaan dengan memperluas akses modal bagi pelaku usaha
mikro yang tidak memiliki jaminan. Di sisi lain, koperasi tetap memegang
amanah untuk menjaga dana anggota, sehingga penyaluran pembiayaan perlu
dilakukan secara selektif dan terukur agar tidak menimbulkan pembiayaan
bermasalah yang dapat mengganggu keberlanjutan lembaga. Karena itu,
prinsip kehati-hatian pada KSPPS perlu dipahami sebagai mekanisme
pengendalian yang berjalan sejak tahap awal sampai tahap akhir pembiayaan,
mulai dari pemilihan anggota, pemahaman kondisi usaha, penetapan plafon
yang realistis, sampai monitoring pembayaran. Selain itu, kehati-hatian juga
tercermin dari disiplin administrasi: adanya dokumen yang cukup untuk
menjelaskan dasar pengambilan keputusan, bentuk kesepakatan, serta langkah
yang ditempuh saat terjadi keterlambatan. Penekanan pada kehati-hatian
menjadi penting agar koperasi tidak sekadar “melonggarkan syarat” demi
memperluas akses, namun tetap memiliki standar yang dapat
dipertanggungjawabkan ketika muncul keterlambatan, perselisihan, atau
dugaan pelanggaran terhadap kesepakatan pembiayaan. Dengan demikian,
kehati-hatian tidak dimaknai sebagai penghambat akses, melainkan sebagai
cara menjaga keseimbangan antara misi sosial koperasi dan tanggung jawab
perlindungan dana anggota.

Salah satu entitas yang merepresentasikan semangat ini adalah

Koperasi Syari'ah Gerakan Ekonomi Kaum Ibu (GEMI) di Yogyakarta.



Koperasi GEMI memiliki sejarah unik yang lahir dari inisiatif aktivis muda
pada tahun 2004 dan kemudian dilembagakan secara formal pada Oktober
2006, tepat setelah bencana gempa bumi dahsyat yang melanda wilayah
tersebut. Sejak awal, fokus utama GEMI adalah pemberdayaan perempuan
pelaku usaha skala mikro yang terdampak bencana, dengan visi untuk
meningkatkan kualitas hidup dan mengurangi kemiskinan. Model
operasionalnya yang khas, berbasis kelompok dengan sistem "rembug
minggon" (pertemuan mingguan), memungkinkan interaksi yang intens dan
personal antara petugas lapangan dengan anggotanya.’

Inti dari model bisnis KSPPS seperti GEMI adalah penawarannya atas
produk pembiayaan bernilai kecil (umumnya di bawah RplO juta) yang
seringkali tidak diiringi dengan jaminan formal (agunan) berbentuk aset fisik.
Praktik ini bukanlah sebuah kelalaian, melainkan sebuah strategi sadar yang
didasarkan pada paradigma "kehati-hatian sosiologis-substantif". Alih-alih
mengandalkan agunan fisik, mitigasi risiko dibangun di atas fondasi modal
sosial tak berwujud, seperti analisis karakter yang mendalam, reputasi sosial
anggota di komunitasnya, dan mekanisme jaminan komunal seperti sistem
tanggung renteng. Dalam praktik ini, karakter (character) tidak lagi dipandang
sebagai salah satu dari lima variabel analisis (5C), melainkan menjadi variabel

induk (master variable) yang menentukan kelayakan seorang anggota.’

5 Wawancara dengan ibu Suniyah, Bendahara Koperasi Syari’ah GEMI, Yogyakarta, 3
Desember 2025.

8 Ibid.



Meskipun model pembiayaan berbasis modal sosial ini terbukti efektif
dalam menjangkau masyarakat bawah dan menjaga tingkat pembiayaan
bermasalah tetap rendah, ia bukannya tanpa risiko. Dari perspektif hukum
perdata, ketiadaan jaminan material yang dapat dieksekusi menempatkan posisi
Koperasi pada titik rentan apabila benar-benar terjadi wanprestasi secara
kolektif. Tantangan yuridis ini menjadi semakin krusial dengan diterbitkannya
Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Permenkop
UKM) Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2023 tentang Usaha Simpan
Pinjam oleh Koperasi, yang merupakan turunan dari Undang-Undang Nomor
4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU
P2SK).’

Regulasi tersebut secara fundamental mengubah lanskap operasional
koperasi dengan menggeser pendekatannya menuju standardisasi mitigasi
risiko yang sangat formal. Keharusan mitigasi risiko ini secara eksplisit
ditegaskan dalam Pasal 29 ayat (1) huruf ¢ Permenkop UKM No. 8 Tahun 2023
yang berbunyi: "Untuk mengurangi Risiko pemberian Pinjaman, KSP dan USP
Koperasi harus... menetapkan jaminan atas Pinjaman yang dapat berupa
barang, hak tagih, dan/atau fidusia."

Bedah atas ketentuan normatif pasal tersebut memperlihatkan kehendak

negara yang mewajibkan bentuk agunan kebendaan (seperti barang atau

7 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor
Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4), hlm. 5.

8 Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 8 Tahun 2023
tentang Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 464), Pasal 29 ayat (1) huruf c.



jaminan fidusia) sebagai perlindungan instrumen hukum yang mutlak demi
keamanan dana anggota koperasi. Hal ini secara langsung menuntut koperasi
yang sebelumnya beroperasi dengan asas kepercayaan (tanpa jaminan benda
fisik) untuk merekonstruksi ulang standar kehati-hatian lembaganya agar
mematuhi bingkai hukum negara yang semakin menyerupai tata kelola
perbankan formal.

Lahirnya Permenkop UKM No. 8 Tahun 2023 tersebut menciptakan
legal gap atau ketegangan antara dua paradigma hukum yang saling
berbenturan. Di satu sisi, regulasi mengusung logika birokratik-legal yang
menuntut kepastian hukum melalui kewajiban agunan fisik secara kaku. Di sisi
lain, Koperasi GEMI beroperasi dengan logika sosiologis yang
mengedepankan kemanfaatan hukum bagi anggota prasejahtera melalui relasi
kepercayaan dan mekanisme tanggung renteng. Benturan antara aturan yang
kaku dengan realitas sosiologis yang rentan ini pada akhirnya memunculkan
sebuah "anomali sanksi" dalam implementasinya di lapangan. Faktanya,
meskipun Koperasi GEMI telah bertahun-tahun menyalurkan pembiayaan
tanpa agunan kebendaan yang secara tekstual menyimpang dari tren
formalisasi kehati-hatian, lembaga ini tidak pernah mendapatkan teguran
resmi, sanksi, maupun pembekuan operasional dari Dinas Koperasi setempat.
"Pembiaran" ini secara tidak langsung mengindikasikan bahwa otoritas
pengawas di daerah pun menyadari anomali penerapan aturan tersebut,
mengingat mitigasi risiko komunal yang dijalankan Koperasi GEMI

senyatanya terbukti aman dan berkinerja baik.



Lebih jauh, anomali yuridis ini semakin terlihat paradoks apabila
dikomparasikan secara historis dan lintas sektoral. Secara historis, Undang-
Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian yang menjadi fondasi
lex generalis sejatinya tidak pernah secara eksplisit mewajibkan agunan
kebendaan sebagai syarat mutlak operasional, melainkan lebih menitikberatkan
pada watak koperasi sebagai kumpulan orang yang berdasar asas
kekeluargaan.’ Dari sisi perbandingan lintas sektoral, kewajiban agunan bagi
koperasi ini memunculkan ironi regulasi jika disandingkan dengan industri
Financial Technology (Pinjaman Online/Pinjol). Industri Pinjol yang
berorientasi murni pada kapital dan minim ikatan kohesi sosial justru diberikan
legitimasi hukum oleh negara untuk menyalurkan dana tanpa agunan fisik sama
sekali. Menjadi sebuah ketimpangan hukum ketika entitas Pinjol diberi diskresi
tanpa agunan, sementara KSPPS seperti GEMI yang memiliki tradisi
pemberdayaan sosial dan instrumen tanggung renteng yang tervalidasi secara
sosial justru dituntut memenuhi standardisasi kehati-hatian yang menyamai
perbankan formal. Ketegangan inilah yang menuntut adanya adaptasi
kelembagaan agar koperasi tetap mampu memenuhi kepatuhan tata kelola
tanpa mengorbankan aksesibilitas pemberdayaan bagi kalangan bawah..

Hal inilah yang menjadi inti dari penelitian ini. Muncul sebuah
kesenjangan penelitian (research gap) yang mendesak untuk diisi: bagaimana

lembaga seperti Koperasi Syari'ah GEMI, yang keberhasilannya banyak

® Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3502).



dibangun di atas model kehati-hatian yang bersifat sosiologis (melalui relasi
sosial, kontrol kelompok, dan kedisiplinan komunitas), melakukan adaptasi
kelembagaan ketika dihadapkan pada tekanan kepatuhan dari paradigma
kehati-hatian yuridis-formal yang baru. Dalam situasi seperti ini, tantangan
koperasi bukan hanya soal “mematuhi aturan”, tetapi juga bagaimana menata
ulang prosedur dan pembuktian agar praktik yang sudah berjalan dapat
diterangkan secara administratif. Penelitian ini bertujuan memotret dan
menganalisis proses adaptasi tersebut secara lebih rinci, mengidentifikasi titik-
titik yang menjadi tantangan (misalnya pada aspek dokumen, tahapan seleksi,
dan penanganan risiko), serta mengevaluasi cara koperasi menegosiasikan
identitasnya di tengah persimpangan antara misi sosial pemberdayaan dan
tuntutan regulasi yang menekankan standar formal. Dengan demikian, fokus
penelitian diarahkan pada cara kerja lembaga, bukan sekadar pada ada atau
tidaknya pembiayaan tanpa agunan.

Penelitian ini menjadi penting dan perlu dilakukan. Secara teoretis,
penelitian ini berkontribusi pada studi sosio-legal mengenai bagaimana sebuah
norma hukum formal (law in books) dinegosiasikan dan diimplementasikan
dalam praktik sosial di tingkat akar rumput (law in action), khususnya dalam

konteks adaptasi kelembagaan terhadap logika yang bertentangan.



B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka penelitian ini
merumuskan pertanyaan-pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana kedudukan hukum praktik pembiayaan mikro tanpa agunan
kebendaan di Koperasi Syari’ah GEMI Yogyakarta ditinjau dari
kewajiban penerapan prinsip kehati-hatian dalam Permenkop UKM
Nomor 8 Tahun 2023?

2. Bagaimana kedudukan hukum sistem tanggung renteng di Koperasi
Syari'ah GEMI sebagai instrumen pengganti agunan material dalam
penyelesaian wanprestasi?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah yang telah ditetapkan, penelitian ini memiliki
tujuan dan kegunaan yang dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Tujuan Penelitian
a. Menganalisis dan mendeskripsikan kedudukan hukum praktik

pembiayaan mikro tanpa agunan kebendaan di Koperasi Syari’ah
GEMI Yogyakarta ditinjau dari kewajiban penerapan prinsip
kehati-hatian dalam Permenkop UKM Nomor 8 Tahun 2023.

b. Menganalisis dan menemukan kedudukan hukum sistem tanggung
renteng di Koperasi Syari'ah GEMI sebagai instrumen pengganti
agunan material dalam penyelesaian wanprestasi.

2. Kegunaan Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan atau



manfaat, baik secara teoretis bagi pengembangan ilmu pengetahuan
maupun secara praktis bagi para pemangku kepentingan.
1) Kegunaan Teoretis (Akademis)
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada
pengembangan literatur di bidang Ilmu Hukum, khususnya
dalam studi Hukum Koperasi dan Keuangan Mikro Syari’ah
dengan pendekatan sosio-legal. Kontribusi tersebut tidak
hanya pada pemaparan konsep, tetapi juga pada cara
membaca hubungan antara aturan formal dan praktik
lembaga di lapangan. Secara spesifik, penelitian ini
memperkaya khazanah keilmuan mengenai proses adaptasi
kelembagaan lembaga keuangan mikro dalam merespons
perubahan regulasi, terutama ketika perubahan itu membawa
standar yang lebih formal dibanding kebiasaan praktik
sebelumnya. Temuan penelitian dapat menjadi referensi
akademis mengenai bagaimana sebuah norma hukum formal
(law in books) dinegosiasikan dan diimplementasikan dalam
praktik sosial di tingkat akar rumput (law in action). Selain
itu, penelitian ini juga dapat menjadi rujukan untuk melihat
bagaimana prinsip kehati-hatian diterapkan pada sektor yang
tidak sepenuhnya sama dengan perbankan, sehingga diskusi
mengenai  kepatuhan, perlindungan  anggota, dan

keberlanjutan lembaga dapat dipahami secara lebih



2)
a)
b)

3) Bagi

10

kontekstual dalam ranah koperasi.

Kegunaan Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan

masukan yang konstruktif bagi beberapa pihak:

Bagi Koperasi Syari'ah GEMI: Hasil penelitian dapat
menjadi bahan refleksi dan evaluasi internal untuk
memperkuat Standar Operasional Prosedur (SOP)
pembiayaan mikro. Pemetaan strategi adaptasi yang
berhasil dapat digunakan untuk merumuskan kebijakan
internal  yang lebih  efektif, yang mampu
menyeimbangkan antara kepatuhan regulasi dan
keberlanjutan misi sosialnya dalam melayani anggota.
Bagi KSPPS Lainnya: Penelitian ini dapat menjadi
sebuah studi kasus yang memberikan gambaran nyata
mengenai tantangan dan strategi dalam
mengimplementasikan Permenkop UKM No. 8 Tahun
2023. Temuan ini dapat menjadi pembelajaran bagi
KSPPS lain yang menghadapi dilema serupa.

Regulator (Kementerian Koperasi dan UKM):

Memberikan umpan balik empiris dari lapangan mengenai

dampak dan konsekuensi termasuk yang tidak terduga dari

pemberlakuan regulasi baru. Hasil penelitian ini dapat

menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan
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turunan atau evaluasi regulasi di masa mendatang agar lebih
sesuai dengan realitas operasional koperasi di Indonesia.
D. Telaah Pustaka
Tinjauan terhadap penelitian terdahulu diperlukan untuk memetakan posisi
penelitian ini dalam diskursus akademik mengenai implementasi prinsip
kehati-hatian dan pola pembiayaan mikro syari’ah tanpa agunan. Berdasarkan
penelusuran literatur, terdapat beberapa penelitian yang relevan dengan topik
ini, namun belum ada yang secara spesifik membahas adaptasi koperasi
terhadap regulasi terbaru Permenkop UKM No. 8 Tahun 2023.

Penelitian oleh Syafrin Aulia Annis dkk. mengkaji penerapan prinsip
kehati-hatian melalui penilaian 5C serta pelaksanaan sistem tanggung renteng
dalam upaya menurunkan Non Performing Financing (NPF) di Bank Wakaf
Mikro Tebuireng. Penelitian ini menyimpulkan bahwa aspek Character
menjadi unsur paling dominan dalam analisis kelayakan pembiayaan, diikuti
Capacity dan faktor ekonomi, sedangkan Collateral tidak digunakan karena
pembiayaannya bersifat ultra mikro. Sistem tanggung renteng dilakukan
melalui tahapan Identifikasi, PWK, hingga Halagah Mingguan, yang terbukti
menekan angka pembiayaan bermasalah.!° Meskipun relevan dengan topik
penelitian ini, penelitian tersebut tidak menyinggung konteks koperasi syari’ah
sebagai badan hukum KSPPS, serta tidak melakukan analisis terhadap

Permenkop UKM No. 8 Tahun 2023, yang merupakan fokus penelitian skripsi

10 Syafrin Aulia Annis, dkk., “Implementasi Prinsip Kehati-Hatian Dan Sistem Tanggung
Renteng Dalam Meminimalisir Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Wakaf Mikro Tebuireng Mitra
Sejahtera Jombang,” WADIAH: Jurnal Perbankan Syariah, Vol. 8:1 (2024), hlm. 153.
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ini. Dengan demikian, penelitian tersebut menjadi dasar penting untuk
memahami mekanisme teknis 5C dan tanggung renteng, tetapi belum
menjawab hubungan keduanya dengan kewajiban hukum koperasi.

Penelitian oleh Nin Yasmine Lisasih (2021) mengkaji mengenai
"Perlindungan Hukum Anggota Koperasi Atas Pinjaman Bermasalah Yang
Menggunakan Sistem Tanggung Renteng Pada Koperasi Kasih Indonesia".
Penelitian ini menelaah akibat hukum dari debitur yang melakukan wanprestasi
pada perjanjian pinjaman dengan sistem tanggung renteng yang tidak
mengutamakan jaminan kebendaan. Secara spesifik, penelitian tersebut
membedah sistem tanggung renteng menggunakan kacamata Hukum Perikatan
dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata),
khususnya Pasal 1278 hingga Pasal 1295. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
akibat hukum dari wanprestasi disesuaikan dengan kesepakatan awal perikatan,
di mana debitur lain diwajibkan menanggung pelunasan. Namun, penelitian ini
menyimpulkan bahwa belum ada perlindungan hukum yang memadai dalam
Peraturan Menteri Koperasi terkait perintah pelunasan dari anggota lain yang
menanggungnya. Penelitian Nin Yasmine Lisasih tersebut memiliki kedekatan
tema karena sama-sama membahas tanggung renteng sebagai pengganti
agunan fisik. Perbedaannya, penelitian Nin Yasmine Lisasih berfokus pada
akibat hukum wanprestasi dan penyelesaian sengketanya bersandar pada Pasal
1278-1295 KUHPerdata. Sedangkan penelitian skripsi ini mengisi kekosongan
dengan mengkaji hal yang sama namun dalam bingkai adaptasi kelembagaan

terhadap regulasi baru, yakni Permenkop UKM No. 8 Tahun 2023. Selain itu,
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penelitian skripsi ini memadukan tinjauan hukum perdata tersebut dengan
prinsip ekonomi syariah, yakni mengevaluasi sistem tanggung renteng sebagai
instrumen perlindungan harta (Hifz al-Mal)."!

Penelitian Nourma Dewi menelaah kerangka regulasi BMT sebagai
lembaga keuangan mikro syari’ah yang memiliki fungsi sosial (maal) dan
komersial (tamwil). Penelitian tersebut menekankan bahwa regulasi BMT
masih tersebar, bergantung pada bentuk badan hukum, dan belum memiliki
aturan tunggal yang memadai. Kondisi ini menimbulkan ketidakpastian dalam
operasional BMT, termasuk dalam aspek pembiayaan mikro dan perlindungan
hukum kepada masyarakat.!? Penelitian ini memberi dasar mengenai karakter
regulatif LKMS, namun tidak mengulas secara khusus mengenai prinsip
kehati-hatian, pembiayaan tanpa agunan, atau pendekatan tanggung renteng.
Selain itu, penelitian ini dilakukan sebelum terbitnya Permenkop UKM No. 8
Tahun 2023, sehingga tidak memuat adaptasi koperasi terhadap regulasi
tersebut. Dengan demikian, penelitian skripsi ini mengisi kekosongan analisis
yang lebih mutakhir dan lebih terfokus pada aspek pembiayaan mikro.

Penelitian oleh Ida Rusmiati dan Isnayati Nur (2021) mengkaji
mengenai "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Sistem
Tanggung Renteng Pada Koperasi Yang Menggunakan Pola Simpan Pinjam

Metode Kumpulan (PSPMK) di PT. PNM Mekaar Cabang Mariana".

"' Nin Yasmine Lisasih, "Perlindungan Hukum Anggota Koperasi Atas Pinjaman
Bermasalah Yang Menggunakan Sistem Tanggung Renteng Pada Koperasi Kasih Indonesia", JCA
of LAW, Vol. 2:1 (2021), hlm. 78.

2Nourma Dewi, “Regulasi Keberadaan Baitul Maal wat Tamwil dalam Sistem
Perekonomian di Indonesia,” Jurnal Serambi Hukum, Vol. 11:1 (2017), him. 96—-104.
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Penelitian ini membedah praktik tanggung renteng pada pembiayaan mikro
perempuan prasejahtera menggunakan pisau analisis hukum ekonomi syariah.
Hasil penelitian menyimpulkan bahwa meskipun istilah tanggung renteng tidak
dikenal secara harfiah dalam figh klasik, praktiknya telah memenuhi rukun dan
syarat dari akad Kafalah (khususnya Kafalah bin-nafs atau penjaminan
personal). Sistem ini dinyatakan sah secara syariah karena berfungsi sebagai
sarana tolong-menolong (ta'awun), menciptakan kedisiplinan dalam
penjaminan angsuran, dan mendatangkan kemaslahatan yang lebih besar bagi
masyarakat yang tidak memiliki agunan kebendaan. Penelitian Ida Rusmiati
dan Isnayati Nur tersebut memiliki kedekatan dengan penelitian ini karena
sama-sama menelaah kedudukan tanggung renteng sebagai pengganti agunan
dari perspektif hukum ekonomi syariah. Letak perbedaannya, penelitian
tersebut hanya berfokus pada analisis kesesuaian syariah (sharia compliance)
pada program milik Badan Usaha Milik Negara (PNM Mekaar). Sedangkan
penelitian skripsi ini mengisi kekosongan dengan mengambil objek Koperasi
Syari'ah (KSPPS) dan menganalisis bagaimana sistem tanggung renteng
tersebut diadaptasikan untuk menjawab tuntutan kepatuhan formal hukum
positif, secara spesifik kewajiban penerapan prinsip kehati-hatian yang
diamanatkan dalam Permenkop UKM No. 8 Tahun 2023."°

Penelitian oleh Ahmad Fathorrozi (2022) mengkaji mengenai

"Tinjauan Hukum Ekonomi Islam terhadap Kedudukan Jaminan Kebendaan

13 Ida Rusmiati dan Isnayati Nur, "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Praktik
Sistem Tanggung Renteng Pada Koperasi yang Menggunakan Pola Simpan Pinjam Metode
Kumpulan (PSPMK) di PT. PNM Mekaar Cabang Mariana," Jurnal lilmiah Ekonomi Islam, Vol. 7,
No. 1 (2021), hlm. 248.
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dalam Transaksi Perbankan Syariah". Penelitian ini menelaah legitimasi dan
posisi jaminan fisik dalam operasional bank syariah bersandar pada Undang-
Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan regulasi Fatwa
DSN-MUIL. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa meskipun pada prinsip
dasar pembiayaan bagi hasil (mudharabah/musyarakah) tidak mewajibkan
jaminan, keberadaan jaminan kebendaan tetap diposisikan sebagai instrumen
krusial dan syarat mutlak (condition sine qua non) untuk mengukur
kemampuan nasabah, mencegah penyimpangan, serta mengimplementasikan
prinsip perlindungan harta (hifdz al-mal). Penelitian Ahmad Fathorrozi
tersebut memiliki relevansi sebagai literatur pembanding karena sama-sama
membahas kedudukan jaminan dalam kerangka hukum ekonomi Islam. Letak
perbedaannya, penelitian tersebut membedah keharusan adanya jaminan
kebendaan (fisik) pada lembaga Perbankan Syariah formal. Penelitian skripsi
ini mengambil posisi yang distingtif dan mengisi kekosongan kajian pada
entitas Koperasi Syari'ah (KSPPS) yang melayani masyarakat prasejahtera
(unbankable). Alih-alih menggunakan jaminan kebendaan sebagaimana
kelaziman perbankan, penelitian ini menelaah rekonstruksi agunan sosial
(social collateral) sebagai instrumen pengganti fisik yang sah guna merespons
tuntutan standar kepatuhan formal dalam Permenkop UKM No. 8 Tahun
2023.1

Penelitian oleh Ida Rusmiati dan Isnayati Nur (2021) mengkaji

4 Ahmad Fathorrozi, "Tinjauan Hukum Ekonomi Islam terhadap Kedudukan Jaminan
Kebendaan dalam Transaksi Perbankan Syariah," CENDEKIA: Jurnal Studi Keislaman, Vol. 8,
No. 2 (2022), hlm. 165.



16

mengenai "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Sistem
Tanggung Renteng Pada Koperasi Yang Menggunakan Pola Simpan Pinjam
Metode Kumpulan (PSPMK) di PT. PNM Mekaar Cabang Mariana".
Penelitian ini membedah praktik tanggung renteng pada pembiayaan mikro
perempuan prasejahtera menggunakan pisau analisis hukum ekonomi syariah.
Hasil penelitian menyimpulkan bahwa meskipun istilah tanggung renteng tidak
dikenal secara harfiah dalam figh klasik, praktiknya telah memenuhi rukun dan
syarat dari akad Kafalah (khususnya Kafalah bin-nafs atau penjaminan
personal). Sistem ini dinyatakan sah secara syariah karena berfungsi sebagai
sarana tolong-menolong (ta'awun), menciptakan kedisiplinan dalam
penjaminan angsuran, dan mendatangkan kemaslahatan yang lebih besar bagi
masyarakat yang tidak memiliki agunan kebendaan. Penelitian Ida Rusmiati
dan Isnayati Nur tersebut memiliki kedekatan dengan penelitian ini karena
sama-sama menelaah kedudukan tanggung renteng sebagai pengganti agunan
dari perspektif hukum ekonomi syariah. Letak perbedaannya, penelitian
tersebut hanya berfokus pada analisis kesesuaian syariah (sharia compliance)
pada program milik Badan Usaha Milik Negara (PNM Mekaar). Sedangkan
penelitian skripsi ini mengisi kekosongan dengan mengambil objek Koperasi
Syari'ah (KSPPS) dan menganalisis bagaimana sistem tanggung renteng
tersebut diadaptasikan untuk menjawab tuntutan kepatuhan formal hukum
positif, secara spesifik kewajiban penerapan prinsip kehati-hatian yang

diamanatkan dalam Permenkop UKM No. 8 Tahun 2023.'°

15 Ida Rusmiati dan Isnayati Nur, "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik
Sistem Tanggung Renteng Pada Koperasi Yang Menggunakan Pola Simpan Pinjam Metode
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Dengan demikian, terdapat celah penelitian (research gap) yang
signifikan. Belum ada penelitian yang secara spesifik mengkaji interaksi
dinamis dan proses adaptasi kelembagaan KSPPS dalam merespons tekanan
regulasi baru ini. Perbedaan mendasar penelitian ini dengan penelitian-
penelitian sebelumnya terletak pada fokusnya. Jika penelitian sebelumnya
fokus pada bagaimana mekanisme non-yuridis bekerja dalam kondisi normal,
maka penelitian ini akan mengkaji bagaimana KSPPS menyeimbangkan antara
tuntutan kepatuhan formal-yuridis dari regulasi baru dengan kebutuhan untuk
mempertahankan efektivitas model bisnis inklusif yang berbasis pada
mekanisme mitigasi risiko sosiologis tersebut. Oleh karena itu, penelitian ini
memiliki kebaruan karena menganalisis fenomena pada periode transisi pasca-
regulasi, yang belum pernah dikaji sebelumnya.

E. Kerangka Teori
Penelitian ini didasarkan pada kerangka teori yang relevan untuk memberikan
penjelasan mendalam mengenai fenomena yang dikaji. Teori tersebut berfungsi
sebagai acuan dalam proses interpretasi data dan penghubung dengan studi-
studi terdahulu. Dalam rangka menjawab rumusan masalah, penelitian ini
menggunakan pendekatan tiga teori utama yang saling mendukung, yaitu:
1. Teori Kepastian Hukum
Landasan analisis yuridis dalam penelitian ini menggunakan teori
kepastian hukum yang dikemukakan oleh filsuf hukum Gustav

Radbruch. Sebagaimana dijelaskan oleh Dwi Tatak Subagiyo dan

Kumpulan (PSPMK) di PT. PNM Mekaar Cabang Mariana," Jurnal Muamalah Vol. 7, No. 1 (Juni
2021), hlm. 256.
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Hudrunjamil dalam kajiannya Radbruch memperkenalkan konsep
trikotomi tujuan hukum yang menegaskan bahwa setiap produk hukum
harus mampu mengakomodasi tiga nilai dasar secara dialektis, yakni:
keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Dalam konteks ini,
kehadiran Peraturan Menteri Koperasi dan UKM (Permenkop UKM)
Nomor 8 Tahun 2023 merupakan manifestasi dari upaya negara untuk
menghadirkan kepastian hukum positif di sektor simpan pinjam guna
menciptakan ketertiban pasar.'®

Namun, mengutip penjelasan Ayuni Nadhifa Nazla mengenai
teori prioritas bakunya (Vorrangtheorie), Radbruch mengingatkan
adanya potensi kontradiksi antara nilai kepastian hukum dengan nilai
kemanfaatan. Sebuah regulasi yang diatur secara rinci dan kaku berisiko
kehilangan aspek kemanfaatannya ketika dibenturkan dengan realitas
sosial yang beragam.!” enelitian ini menggunakan teori tersebut untuk
membedah apakah formalisme hukum dalam Permenkop UKM No. 8
Tahun 2023 menciptakan "kepastian yang mengasingkan" bagi entitas

koperasi syariah mikro yang tumbuh dari basis modal sosial.'®

16 Dwi Tatak Subagiyo dan Hudrunjamil, "Law Number 4 of 2023 in the Perspective of
Values in Law", International Journal of Advances in Engineering and Management (IJAEM), Vol.
5:6 (Juni 2023), hlm. 823.

17 Ayuni Nadhifa Nazla, "Analisis Hukum Terhadap Sistem Pengawasan Koperasi Simpan
Pinjam Perspektif Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan
Sektor Keuangan", Skripsi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (2023), hlm. 45.

18 Syamsul Fatoni, "Kritik Pasal 23 Ayat (1) UU No. 17 Tahun 2012 Terhadap Perlindungan
Hukum dalam Regulasi Hak Anggota Koperasi Simpan Pinjam Dalam Pasal 15-116 Permenkop
UKM No.8 Tahun 2023", Pradana: Jurnal Hukum, Vol. 1:1 (2023), hlm. 12.
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Selain itu, teori ini berfungsi untuk menganalisis fenomena di
mana penerapan aturan negara yang kaku justru berpotensi mematikan
ekosistem hukum yang hidup di masyarakat (living law), seperti
mekanisme tanggung renteng.!” Pada akhirnya, kerangka teori ini
digunakan untuk membuktikan bahwa regulasi yang ideal seharusnya
tidak hanya mengejar kepastian prosedural (procedural certainty),
melainkan mampu menghadirkan kepastian yang melindungi (protective
certainty) bagi seluruh lapisan pelaku ekonomi syariah.?

2. Teori Efektivitas Hukum
Analisis yuridis-sosiologis terhadap implementasi Permenkop UKM
Nomor 8 Tahun 2023 dalam penelitian ini didasarkan pada Teori
Efektivitas Hukum. Validitas sebuah regulasi tidak cukup diuji dari aspek
normatif tekstual (law in books), melainkan harus diuji daya lakunya
dalam realitas sosial (law in action). Lawrence M. Friedman melalui
Teori Sistem Hukum menjabarkan bahwa keberhasilan penegakan
hukum ditentukan oleh sinergi tiga subsistem utama: struktur hukum
(legal structure), substansi hukum (legal substance), dan budaya hukum
(legal culture). Ketiga variabel ini digunakan untuk membedah apakah

transformasi regulasi koperasi mampu menciptakan ketertiban industri

1 Indah Khairunnisma, "Penegakan Hukum Terhadap Koperasi yang Melakukan Kredit
Fiktif pada Bank dengan Memanipulasi Data Karyawan", Skripsi Universitas Muhammadiyah
Sumatera Utara (2019), hlm. 19.

20 M. Muslih, “Negara Hukum Indonesia Dalam Perspektif Teori Hukum Gustav
Radbruch,” Legalitas, Vol. IV:1 (Juni 2013), hlm. 151.
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atau justru menimbulkan disrupsi kelembagaan.

Secara struktural, penelitian ini menyoroti pergeseran paradigma
pengawasan pasca UU P2SK yang membagi kewenangan antara OJK
dan Kementerian Koperasi dan UKM, yang menuntut standar kepatuhan
setara perbankan bagi koperasi. Kelemahan struktur juga teridentifikasi
pada level pengawasan internal dan rasio jumlah auditor pemerintah yang
belum asimetris dengan jumlah entitas koperasi di lapangan. Hal ini
sejalan dengan pandangan Soerjono Soekanto bahwa efektivitas hukum
sangat bergantung pada mentalitas dan fasilitas para penegak
hukumnya.?!

Pada aspek substansi, penelitian meninjau adopsi prinsip kehati-
hatian yang sangat ketat dalam Permenkop UKM No. 8 Tahun 2023,
seperti standar akuntansi yang kompleks (SAK EP) yang sering kali
melampaui kapasitas administratif koperasi skala mikro. Ketidaksiapan
subjek hukum terhadap standar yang terlalu tinggi dapat memicu
resistensi atau manipulasi administratif. Achmad Ali menegaskan bahwa
hukum yang efektif harus bersifat responsif terhadap kebutuhan dan
kemampuan masyarakat yang diaturnya.?>

Terakhir, aspek budaya hukum menyoroti benturan antara

formalisme regulasi negara dengan budaya trust (kepercayaan) dan

2l Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Cet. 16
(Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2019), hlm. 8.

22 Achmad Ali, Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial
Theory) (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 122.
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kekeluargaan yang kental dalam koperasi syariah. Efektivitas hukum
cenderung menurun ketika masyarakat lebih meyakini mekanisme
internal berbasis musyawarah dibandingkan prosedur hukum formal
yang dianggap asing. Melalui kerangka ini, penelitian mengevaluasi
sejauh mana Permenkop UKM No. 8 Tahun 2023 dapat bekerja secara
operasional dalam ekosistem Koperasi Syari'ah GEMI di Yogyakarta.
3. Teori Pembiayaan Syari’ah

Analisis terhadap rasionalitas teologis dan operasional Koperasi Syari'ah
GEMI dalam penelitian ini didasarkan pada Teori Pembiayaan Syari’ah.
Berbeda dengan lembaga keuangan konvensional yang berlandaskan
pada maksimisasi profit dan transfer risiko (visk transfer), pembiayaan
syariah dibangun di atas fondasi filosofis yang mengintegrasikan aspek
ekonomi dengan tujuan-tujuan syariah (Magqasid al-Syari’ah).*
Landasan utama teori ini adalah prinsip perlindungan harta (4ifz al-mal),
yang menuntut pengelolaan risiko dilakukan secara amanah tanpa
mengabaikan aspek keadilan bagi anggota.”* Dalam konteks ini, teori
pembiayaan syariah digunakan sebagai pisau analisis untuk menguji
apakah penerapan prinsip kehati-hatian (prudential principles) yang
cenderung kaku dalam Permenkop UKM No. 8 Tahun 2023 sejalan

dengan nilai dasar ekonomi Islam atau justru mendegradasi substansi

2 Jasser Auda, Magqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach
(Herndon: The International Institute of Islamic Thought, 2008), him. 17.

24 Euis Amalia, Keuangan Mikro Syariah (Bekasi: Gramata Publishing, 2016), hlm. 30.
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akad syariah yang inklusif.?’

Pilar pertama dalam teori ini mengacu pada rekonstruksi Magasid
al-Syari’ah oleh Jasser Auda, yang memandang hifz al-mal secara
dinamis meliputi aspek pengembangan (fanmiyah) dan sirkulasi harta
(rwaj).*® Dalam perspektif ini, syariah melarang harta hanya beredar di
kalangan orang kaya saja (nondistortion of wealth), sehingga regulasi
yang memaksakan agunan materiil sebagai syarat mutlak dapat dianggap
menghambat akses modal bagi kaum dhuafa yang produktif namun tidak
memiliki aset (non-bankable).?” Oleh karena itu, kebijakan yang terlalu
kaku berisiko melanggar prinsip keadilan ekonomi dan pemberdayaan
umat secara sistemik.?®

Pilar kedua adalah prinsip Keadilan Distributif (4/-'Adalah) yang
menekankan pada pembagian risiko (risk-sharing) melalui kaidah al-
ghunm bi al-ghurm (keuntungan muncul bersamaan dengan risiko).”’
Koperasi syariah sejatinya memprioritaskan keberlangsungan usaha
anggota melalui akad Mudharabah atau Musyarakah, bukan sekadar
mengejar keamanan modal sendiri di atas keberlangsungan usaha

anggota layaknya bank konvensional. Selain itu, pilar ketiga menekankan

25 Jasser Auda, Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law:.... him.20.

26 Jbid..... hlm.24.

27 Ahmad Sarwat, Maqashid Syari'ah (Jakarta: Rumah Figih Publishing, 2019), hlm. 56.
B Ibid....... hlm.57

2 Euis Amalia, Keuangan Mikro Syari’ah...., hlm.45.
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pada prinsip tolong-menolong (7a’awun) dan penjaminan (Kafalah)
yang termanifestasi dalam mekanisme tanggung renteng (joint
liability).>® Teori ini memberikan validitas hukum bahwa jaminan dalam
Islam (daman) tidak harus selalu berupa benda materiil (rahn),
melainkan dapat berupa agunan sosial (social collateral) berbasis modal
sosial, reputasi, dan solidaritas kelompok.>!

Terakhir, teori ini  menempatkan  aspek  karakter
(Character/Akhlak) sebagai variabel determinan utama dalam analisis
kelayakan, yang melampaui aspek agunan materiil (Collateral).?
Melalui kerangka teori pembiayaan syariah ini, penelitian mengevaluasi
bagaimana Koperasi GEMI menyeimbangkan kewajiban menjaga harta
lembaga melalui mitigasi risiko dengan kewajiban sosial untuk
memberdayakan anggota melalui mekanisme tanggung renteng yang
tetap selaras dengan prinsip kehati-hatian yang diamanatkan regulasi.*

F. Metode Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis empiris, yang
sering juga disebut sebagai penelitian hukum sosiologis. Penelitian ini pada

dasarnya mengkaji pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif

30 Euis Amalia, “Mekanisme Pembiayaan Berbasis Kelompok (Tanggung Renteng) pada
Koperasi Syariah dalam Perspektif Hukum Islam”, Jurnal Syarikah: Jurnal Ekonomi Islam, Vol. 5:2
(2019), hlm. 115.

3 Ibid.

32 Euis Amalia, Keuangan Mikro Syari’ah,....hlm. 45,

33 Ibid., hlm. 52.
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secara faktual pada peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.
Penelitian ini disebut yuridis karena peneliti terlebih dahulu menetapkan norma
dan standar yang menjadi acuan (misalnya ketentuan prinsip kehati-hatian
dalam Permenkop UKM Nomor 8 Tahun 2023), termasuk melihat ruang
lingkup kewajiban dan tujuan pengaturan. Selanjutnya, penelitian ini disebut
empiris karena peneliti berupaya melihat hukum dalam arti nyata, yaitu
meneliti bagaimana ketentuan tersebut “bekerja” di lapangan, bagaimana ia
dipahami oleh pelaksana, dan bagaimana ia dijalankan dalam prosedur
pembiayaan sehari-hari (law in action). ¥ Dengan pendekatan ini, penelitian
tidak berhenti pada teks peraturan, tetapi juga menggambarkan rangkaian
proses yang terjadi pada koperasi, mulai dari tahap seleksi, penetapan
keputusan pembiayaan, pengelolaan administrasi, sampai langkah
pengendalian risiko. Pemilihan jenis penelitian ini juga relevan karena isu yang
diteliti menyangkut hubungan antara standar formal dan praktik kelembagaan,
sehingga perlu pembacaan yang menggabungkan aspek normatif dan kondisi
sosial ekonomi anggota sebagai konteks.>® Penelitian ini disebut yuridis karena
mengkaji norma hukum (law in books) yang terdapat dalam Peraturan Menteri
Koperasi dan UKM (Permenkop UKM) Nomor 8 Tahun 2023, dan disebut
empiris karena berupaya untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti

bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat (law in action).

34 Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm.
82-83.

35 Wiwik Sri Widiarty, Buku Ajar Metode Penelitian Hukum, (Y ogyakarta: Publika Global
Media, 2024), him. 44.



25

Penelitian ini berangkat dari adanya norma hukum positif, yaitu

Peraturan Menteri Koperasi dan UKM (Permenkop UKM) Nomor 8 Tahun

2023, khususnya mengenai kewajiban penerapan prinsip kehati-hatian.

Kemudian, penelitian ini akan mengkaji implementasi atau penerapan norma

tersebut secara faktual pada peristiwa hukum tertentu yang terjadi di Koperasi

Syari'ah GEMI. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis

kesenjangan (gap) antara das sollen (apa yang seharusnya menurut peraturan)

dengan das sein (apa yang senyatanya terjadi di lapangan).*®

Sejalan dengan jenis penelitian yuridis empiris, maka penelitian ini

menggunakan beberapa pendekatan secara gabungan untuk membedah

masalah secara komprehensif:

1.

Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach)

Pendekatan ini digunakan untuk menelaah dan mengkaji semua peraturan
perundang-undangan yang relevan, terutama Permenkop UKM No. 8
Tahun 2023, untuk memahami isi norma, filosofi pengaturan, serta
kewajiban hukum terkait prinsip kehati-hatian. Melalui pendekatan ini,
peneliti mengidentifikasi bagian-bagian pengaturan yang berkaitan
langsung dengan kegiatan usaha simpan pinjam/pembiayaan, kewajiban
SOP, instrumen pengurangan risiko, serta standar pengawasan. Peneliti
juga menempatkan ketentuan tersebut sebagai ukuran normatif (das
sollen) yang nantinya dibandingkan dengan praktik koperasi. Dengan

demikian, hasil pendekatan perundang-undangan dalam penelitian ini

36 jbid, hlm. 438.
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tidak hanya berupa pemaparan pasal atau ketentuan, tetapi juga
penjelasan mengenai konsekuensi praktisnya: apa yang seharusnya
dilakukan oleh koperasi, bentuk bukti administrasi yang lazim
diperlukan, dan bagaimana ketentuan itu menjadi dasar untuk menilai
kepatuhan prosedur pembiayaan mikro tanpa agunan.

Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach)

Pendekatan ini digunakan untuk beranjak dari pandangan dan doktrin-
doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum guna memahami dan
membangun argumen terkait konsep “prinsip kehati-hatian”, “agunan”,
dan “manajemen risiko” dalam konteks KSPPS. Pendekatan konseptual
diperlukan karena istilah-istilah tersebut sering dipahami berbeda ketika
diterapkan pada lembaga yang karakter anggotanya adalah usaha mikro.
Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan konseptual
untuk memperjelas batasan makna, misalnya kehati-hatian tidak hanya
dipahami sebagai keberadaan jaminan fisik, tetapi juga sebagai
rangkaian prosedur pengendalian yang dapat dipertanggungjawabkan.
Demikian juga, agunan tidak semata dipahami sebagai aset yang dapat
dieksekusi, namun dalam praktik tertentu dapat “digantikan” oleh
instrumen sosial yang membangun disiplin dan tanggung jawab
bersama. Hasil pendekatan konseptual kemudian digunakan untuk
menjembatani analisis, agar pembahasan tidak terjebak pada
pemahaman sempit yang kurang sesuai dengan karakter pembiayaan

mikro.
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3. Pendekatan Sosiologi Hukum

Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis reaksi dan interaksi yang
terjadi ketika sistem norma dalam Permenkop UKM No. 8 Tahun 2023
bekerja atau diimplementasikan di dalam masyarakat, dalam hal ini
adalah komunitas Koperasi Syari'ah GEMI. Melalui pendekatan
sosiologi hukum, peneliti tidak hanya menilai apakah aturan sudah
“ada”, tetapi juga melihat bagaimana aturan dipahami dan dijalankan
oleh para pelaksana di koperasi serta diterima oleh anggota. Pendekatan
ini membantu menjelaskan faktor-faktor non-teknis yang memengaruhi
pelaksanaan norma, misalnya kebiasaan organisasi, budaya kerja,
kondisi sosial ekonomi anggota, dan cara kontrol sosial dalam
kelompok. Dengan demikian, pendekatan ini relevan untuk memahami
mengapa suatu prosedur dijalankan dengan cara tertentu, bagaimana
mekanisme kelompok berpengaruh pada disiplin pembayaran, serta
bagaimana koperasi membangun kepatuhan melalui kombinasi
pengaturan formal dan penguatan praktik sosial yang sudah berjalan.’’

Penelitian hukum yuridis empiris membutuhkan data primer dan

sekunder.
1. Data Primer

Merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber utama di

lapangan (field research) melalui wawancara dan observasi.*® Sumber

37 Ibid, him. 100.

38 Wiwik Sri Widiarty, Buku Ajar Metode Penelitian Hukum,.......... 152.
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data primer dalam penelitian ini adalah responden (anggota koperasi)
dan informan (pihak manajemen Koperasi GEMI, petugas lapangan,)
Data Sekunder

Merupakan data yang diperoleh dari studi kepustakaan atau bahan
hukum tertulis. Data sekunder ini diklasifikasikan menjadi:

1) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang bersifat otoritatif

dan mengikat,*

meliputi: Peraturan Perundang-undangan
(terutama Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan
Menengah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Usaha Simpan Pinjam
Oleh Koperasi dan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang
Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan).

2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan
mengenai bahan hukum primer,*® meliputi: buku-buku teks
(Muhaimin, Peter Mahmud, Soerjono Soekanto,) Wiwik Sri
Widiarty, Achmad Ali ), jurnal hukum, hasil penelitian terdahulu,
serta dokumen internal Koperasi GEMI (Standar Operasional
Prosedur (SOP) Analisa Pembiayaan (No. Dokumen: VI/UP/D/04),
Standar Operasional Prosedur (SOP) Dokumentasi Pembiayaan

(No. Dokumen: VI/UP/D/07), Standar Operasional Prosedur (SOP)

Penyelesaian ~ Pembiayaan  Bermasalah  (No.  Dokumen:

72.

39 Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm.

40 Ibid., hlm. 73
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VI/UP/D/08), SOP Pengendalian, Monitoring, dan Penagihan
Pembiayaan, Dokumen Akad Perjanjian Pembiayaan, Laporan
Rekapitulasi Non-Performing Financing (NPF) Periode Desember

2022, 2023, dan 2024.

3) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk
terhadap bahan hukum primer dan sekunder,*! seperti kamus
hukum dan ensiklopedia.

Pengumpulan data dilakukan dengan menggabungkan teknik untuk

data sekunder dan data primer:

1.

Studi Dokumen (Studi Kepustakaan)

Dilakukan untuk mengumpulkan seluruh data sekunder (bahan hukum
primer, sekunder, dan tersier) dengan cara menelusuri, membaca,
mencatat, dan mengkaji bahan-bahan hukum yang relevan.*?
Wawancara

Dilakukan untuk mengumpulkan data primer dengan cara tanya jawab
secara langsung kepada para informan dan responden. Wawancara yang
akan digunakan bersifat semi-terstruktur untuk menggali informasi

secara mendalam (depth interview).*

Observasi

4 1pid., him. 75
42 Wiwik Sri Widiarty, Buku Ajar Metode Penelitian Hukum,....... hlm. 141.

4 Ibid., hlm. 162.
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Dilakukan untuk mengamati dan mencatat secara sistematis perilaku
atau peristiwa hukum yang terjadi di lapangan,** khususnya saat proses
"rembug minggon" berlangsung.

Analisis data dilakukan secara kualitatif. Sesuai dengan sifat
penelitian normatif-empiris, analisis dilakukan dalam dua tahap yang saling
terkait. Pertama, data sekunder (normatif) dianalisis untuk menetapkan apa
yang menjadi norma hukum (das sollen), termasuk menentukan standar apa
saja yang secara ideal harus dipenuhi dalam penerapan prinsip kehati-hatian.
Pada tahap ini, peneliti memetakan ketentuan-ketentuan yang relevan dan
menempatkannya sebagai alat ukur. Kedua, data primer (empiris) dianalisis
secara deskriptif untuk menggambarkan praktik yang terjadi di lapangan (das
sein), misalnya bagaimana tahapan seleksi, dokumentasi, monitoring, dan
penanganan tunggakan dijalankan oleh koperasi. Setelah itu, hasil kedua
analisis tersebut dibandingkan secara sistematis untuk mengidentifikasi
kesesuaian, ketidaksesuaian, serta bentuk adaptasi yang dilakukan koperasi.
Proses perbandingan ini juga digunakan untuk menemukan pola (misalnya
pola penguatan dokumen atau penguatan seleksi sosial) yang menunjukkan
cara koperasi menjaga kehati-hatian tanpa mengubah karakter pembiayaan
mikro. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan metode deduktif, yaitu
menarik kesimpulan dari permasalahan umum (norma hukum) terhadap
permasalahan konkret yang dihadapi di lapangan, sehingga jawaban rumusan

masalah tetap berbasis pada keterkaitan antara standar normatif dan fakta

4 Ibid., hlm. 153..
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implementasi.*

Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran yang utuh dan alur berpikir yang sistematis,

penulisan skripsi yang berjudul "Analisis Implementasi Prinsip Kehati-hatian

pada Pembiayaan Mikro Tanpa Agunan (Adaptasi Koperasi GEMI Terhadap

Permenkop UKM No. 8 Tahun 2023)" ini dibagi ke dalam lima bab sebagai

berikut:

1)

2)

Bab I: Pendahuluan. Bab ini merupakan bagian awal yang menguraikan
landasan dilakukannya penelitian. Isinya mencakup Latar Belakang
Masalah yang menjelaskan konteks, urgensi, dan permasalahan terkait
implementasi prinsip kehati-hatian di Koperasi Simpan Pinjam dan
Pembiayaan Syari’ah (KSPPS) pasca-regulasi baru; Rumusan Masalah
yang merinci dua pertanyaan penelitian utama; Tujuan dan Kegunaan
Penelitian yang menggariskan target serta manfaat penelitian; Kerangka
Teori sebagai landasan analisis awal; Metode Penelitian yang
menjelaskan prosedur teknis pengambilan data; serta Sistematika
Pembahasan yang menjelaskan kerangka struktur penulisan skripsi
secara keseluruhan.

Bab II: Kerangka Teori. Bab ini menguraikan secara mendalam tinjauan
umum mengenai konsep-konsep dan teori hukum yang digunakan

sebagai pisau analisis dalam membedah permasalahan penelitian.

149.

4 Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, (Mataram: Mataram University Press, 2020), him.
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4)

5)
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Pembahasan meliputi Tinjauan Umum tentang Teori Kepastian Hukum,
Teori Efektivitas Hukum, dan Teori Pembiayaan Syari’ah.

Bab III: Gambaran Umum Koperasi Syari’ah GEMI Yogyakarta. Bab ini
menjelaskan profil kelembagaan objek penelitian yang berkedudukan di
Yogyakarta guna memberikan konteks yang spesifik bagi pembaca.
Isinya meliputi sejarah, struktur organisasi, mekanisme pembiayaan
mikro tanpa agunan, pelaksanaan rembug minggon, penerapan social
collateral, simpanan wajib, hingga teknis pelaksanaan tanggung renteng.
Bab IV: Analisis dan Pembahasan. Bab ini merupakan inti penelitian
yang menyajikan analisis data lapangan guna menjawab rumusan
masalah secara sistematis. Menganalisis efektivitas implementasi prinsip
kehati-hatian berdasarkan Permenkop UKM No. 8 Tahun 2023 pada
proses analisis kelayakan pembiayaan mikro tanpa agunan di Koperasi
Syari'ah GEMI. Mengevaluasi strategi mitigasi risiko yang diterapkan
oleh Koperasi Syari'ah GEMI untuk menangani potensi wanprestasi pada
pembiayaan tanpa agunan melalui mekanisme non-yuridis dan adaptasi
kelembagaan

Bab V: Penutup. Bab ini berisi Kesimpulan yang ditarik secara lugas dan
padat untuk menjawab rumusan masalah, serta Saran yang bersifat
konstruktif. Saran diberikan baik untuk pengembangan ilmu hukum
secara teoretis maupun bagi para pemangku kepentingan seperti Koperasi

Syari'ah GEMI dan regulator secara praktis.



BAB YV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis yuridis dan pembahasan mengenai praktik Koperasi

Syari’ah GEMI Yogyakarta yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya,

maka dapat ditarik kesimpulan guna menjawab rumusan masalah sebagai

berikut:

1.

Praktik pembiayaan mikro tanpa agunan kebendaan di Koperasi Syari’ah
GEMI memiliki kedudukan hukum yang sah secara administratif sebagai
bentuk adaptasi kelembagaan yang dibenarkan secara sosiologis.
Meskipun secara tekstual (Substansi Hukum) Pasal 29 Permenkop UKM
No. 8 Tahun 2023 mewajibkan adanya jaminan fisik untuk memitigasi
risiko, Koperasi GEMI mampu memenuhi esensi "prinsip kehati-hatian"
tersebut melalui pemenuhan kepastian prosedural (proced ural

certainty), seperti ketertiban dokumentasi perikatan dan pengawasan
sosial melalui Rembug Minggon. Kedudukan ini semakin kuat dengan
adanya fakta "anomali sanksi" di mana tidak adanya teguran administratif
atau pembekuan dari otoritas pengawas (Struktur Hukum) membuktikan
pengakuan empiris bahwa instrumen modal sosial yang digunakan GEMI
terbukti aman dan setara dengan standar kehati-hatian formal negara

Strategi Sistem tanggung renteng di Koperasi Syari’ah GEMI memiliki

kedudukan hukum yang kuat dan mengikat secara keperdataan sebagai

88
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instrumen substitusi (pengganti) agunan material dalam penyelesaian
wanprestasi. Berdasarkan landasan normatif Pasal 1295 Kitab Undang-
Undang Hukum Perdata (KUHPerdata/BW), mekanisme tanggung
renteng secara sah menggeser paradigma eksekusi "sita jaminan benda"
menjadi "kewajiban pelunasan utang bersama" secara tanggung-
menanggung oleh seluruh anggota kelompok (joint liability). Sinergi
antara kepastian hukum perdata (Pasal 1295 KUHPerdata) dan prinsip
pelindungan harta dalam ekonomi syariah (Hifz al-Mal) ini terbukti
secara empiris mampu menekan rasio Non-Performing Financing (NPF)
di angka stabil 3,45%, sehingga memberikan pelindungan hukum yang

ekuivalen (setara) dengan eksekusi jaminan kebendaan konvensional.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan dari penelitian ini, penulis merumuskan beberapa

saran konstruktif sebagai berikut:

1.

Bagi Pemerintah/Regulator (Kementerian Koperasi dan UKM):
Mengacu pada analisis Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman,
disarankan kepada pembuat kebijakan untuk melakukan rekonstruksi
terhadap "Substansi Hukum" yang berlaku saat ini, yakni Permenkop
UKM No. 8 Tahun 2023. Aturan kewajiban agunan fisik secara mutlak
dalam regulasi tersebut dinilai terlalu kaku (kurang akomodatif) terhadap
karakteristik sosiologis anggota koperasi mikro prasejahtera. Oleh karena

itu, perlu diberikan ruang diskresi atau pengecualian hukum yang secara
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eksplisit melegitimasi penggunaan agunan non-fisik (social
collateral/tanggung renteng) sebagai standar mitigasi risiko yang sah.
Secara empiris, mekanisme tersebut terbukti aman dalam melindungi
harta lembaga tanpa harus mematikan akses inklusi keuangan masyarakat

bawah (unbankable).

Bagi Koperasi Syari’ah GEMI Yogyakarta: Disarankan untuk terus
mempertahankan ketertiban dokumentasi hukum (pencatatan manual dan
administrasi perikatan) guna memperkuat audit trail (jejak audit) di mata
hukum negara. Selain itu, fungsi pendampingan lapangan (due diligence)
perlu lebih diperketat pada penyaluran pembiayaan dengan akad
Mudharabah yang mencatatkan rasio wanprestasi tertinggi (7,83%)
mengingat akad berbasis bagi hasil memiliki kerentanan yang lebih
tinggi terhadap dinamika fluktuasi pasar usaha mikro.

Bagi Peneliti Selanjutnya: Diharapkan dapat mengembangkan fokus
penelitian ini dengan menelaah dampak modernisasi dan digitalisasi
keuangan (seperti Pinjaman Online) terhadap keberlangsungan "Budaya
Hukum" gotong-royong (pekewuh) dan efektivitas mekanisme tanggung

renteng pada komunitas masyarakat marginal di masa depan.
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